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TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KARTINI

lvlembeca

Menimbano

Mengingat

KECAMATAN DADAHUP, KABUPATENKAPUAS

KEPALA OINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

: 1 Surat Kepala Taman Kanak-Kanak KART|NI Desa Bina Jaya Kecamatan Dadahup
Nomor: og/TK/BJ Kartini 20'15 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pern'rohonan
ljin Operasional Taman Kanak-Kanak kARTrNr Kecamatan Dadahup.

2. Surat Keterangan Dornisili dari Kepala Desa Bina Jaya Kecamatan Dadahup
Nomor: 0'15/SKD. BJ/l/Pem.20'1 5 tanggal. 29 Januari2015.

3. Surai Rekornendasi Kepala Desa Bina Jaya Kecamatan Dadahup Nomor l

26lR[,4 DBJ/11U2015 tanggal. 29 Januari2015.

4 Slrat Rekomendasi Kepala L,PTD Pendidikan Kecamatan Dadahup
Nomor : 424l027lDisdik/2015 tnaSgal 10 lvlaret 2015.

5 Surat Rekomendasi Camat Dadahup Nomor : 42A/41lKestalDDHP 2015
tanggal 10 l\,4aret 2015.

: a. bahwa Taman Kanak-Kanak KARTTNT Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas
telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat ljin Operasional;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,

perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Kapuas tentang ljin Operasional Fenyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
r(aRTrNl Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas.

| 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat No.3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalinantan Tengah
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1953 No.g) sebagaj Undang-
Undang ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 No 72 Ternbusan
Lembaran Negara Republik lndonesia No. 1820);

2. Uncjang-Undang Nomor 4 Tahirn 1979 ieniang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahr.rn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan
Lembaran Negara Repubirk lndonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20C4 ientang Pemerintahan Daeiah
(Le[.baran Negara Republik lndones,a Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomo. 4437), sebagaimana ielah
beberapa ka)i diubah terakhir dengan Undang-Undang llamot 12 Tah|tn 2CAB
tentang perubahan kedua atas lJndang-Undang Nornor 32 Tahun 2004
tentang Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Ncmor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndcnesia Nomcr
4844):

6. Peraturan Pemerintah Nomo.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
daJarr Pendjdikan Nasionaj (Lembaran Negara RepubJrk Indonesja lahun
1992 Nomor 69, Tambahan Iembaran Negara Republik lndonesla Nomor
3485);

7. Peiaiuran Pemerintah Nomoi 55 Tahun '1ggB tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemeriniah Nomor 28 Tahun '1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan
Len]baian Negara Republjk lndon.sra lJomor 3763),
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasjonal
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia lahin ZOOS-f,io.oi +2,
Iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akredttasi
Nasional Sekolah/lMadrasah (BAN-S[,4);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang pendanaan pendidikan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor gl, fa.b"nun
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4964);

11. Pe,atutan Pemerjntah Nomor iZ Tahun 2O1A tentang pengeloiaan dan
Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diuba[ aeng-an eeraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 20.lO,

12. Peraturan [4enteri Pendjdikan Nasional Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

13. Peraturan ftIenteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2OO9 tentang Stahdar
Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12galul2OO4, tentang Standar
Pelayanan [,4inimal Bidang Pendidikan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 20Og tentang Urusan
Pemerjntah Kabupaten KapLlas;

16 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 perubahan atasperatJran ljaersh Kabupatea Kapuas Nomo.4 Tahun 20OB rentang Organisas.
dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;

'17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor g Tahun 2013 tentang
PenyeJenggaraan Pendjdikan di KabupEten K€puas.

MEMUTUSKAN

ljin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak KART|N| Kecamatan
Dadahup Kabupaten Kapuas.

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
akan dicabut )ika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan dan
Perundang-undangan yang berlaku.
ljin Operasional bertaku setama 5 (lima) tahun
tinlau kembah setejah jangka 2 loua; iahun
Taman Kanak-Kanak yang bersangl(utan.
Apabila Lembaga pendidikan pindah
dinyatakan Tidak berlaku,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian harj terdapat kekeliruan dalarfl penetapa-n ini, akan dipJrbaiki
sebagaimana mestinya.

lvlenetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

sejak tanggal ditetapkan dan di
sejalan perkembangan Lembaga

lokasi/tempat maka ijin operasional

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Kuala Kapuas
. 3r l\,4aret 2015

Dinas Pendidikan
Kapuas,

N, S.Sos, M,A
na Tk.l lv/b

912121590121 001
Tembusan. disamDaikan keDada yth :' [,4enteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl dr Jakarta
2. Kepala Dinas Pertdidjkan provinsj Kalimantan Tengat- di patangka Raya.3. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
4. Camat Dadahup di Dadahup.
5. Kepala UPTD Bendidikan Kecamatan Dadahup di Dadahup.6 Kepala Desa Bina Jaya di Desa Bina Jaya.7 Arsip.
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